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perubahan atas keputusan kepala balai penerapan 

modernisasi pertanian papua barat nomor B-

372.7/KPTS/PP.140/H.12.31/05/2025 tentang 

Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota 

pada Kegiatan Swasembada Pangan Lingkup Balai 

Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat 

    

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  2.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang 

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  3.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5613) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

  4.  Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 

tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389); 

  5.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 

2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 14). 

  6.  Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 tentang 

Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Pada Kegiatan Swasembada Pangan. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN 

MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI 

PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA 

BARAT NOMOR B-372.7/KPTS/PP.140/H.12.31/05/20 

25 TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROVINSI DAN 

KABUPATEN/KOTA PADA KEGIATAN SWASEMBADA 

PANGAN LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI 

PERTANIAN PAPUA BARAT 

 

KESATU : Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota 

diintegrasikan pada Kegiatan Swasembada Pangan : 

a. Luas Tanam Padi Lahan Kering; 

b. Luas Tambah Tanam Reguler 

KEDUA : Penetapan rekapitulasi target pada kegiatan 

swasembada pangan sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU, dapat disesuaikan dengan dinamika 
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LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KEPALA BRMP 

PAPUA BARAT NOMOR : B-

472.1/KPTS/PP.140/H.12.31/06/2

025 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KEPALA BALAI 

PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN 

PAPUA BARAT NOMOR B-

372.7/KPTS/PP.140/H.12.31/05/2025 

TENTANG PENANGGUNG JAWAB 

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 

PADA KEGIATAN SWASEMBADA 

PANGAN LINGKUP BALAI 

PENERAPAN MODERNISASI 

PERTANIAN PAPUA BARAT 

 

PENANGGUNG JAWAB LTT REGULER DAN PADI LAHAN KERING 

DI PROVINSI PAPUA BARAT DAN PAPUA BARAT DAYA 

 

NO NAMA PEGAWAI KETERANGAN 

A. Dr. Yong Farmanta, S.P., M.Si. 

NIP. 19790116 200312 1 002 

PJ. Provinsi Papua Barat 

dan Papua Barat Daya 

1. Arya Bima Senna, S.P. 

NIP. 19931010 201902 1 001 

PJ. Kabupaten FakFak 

  PJ. Kabupaten Manokwari 

Selatan 

2. Herman Rois Tata, S.P., M.P. 

NIP. 19760827 200812 1 002 

PJ. Kabupaten Teluk Bintuni 

3. M. Fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si. 

NIP. 19780519 201101 1 003 

PJ. Kabupaten Manokwari 

4. Sostenes Konyep, S.P. 

NIP. 19770901 200710 1 001 

PJ. Kabupaten Teluk 

Wondama 

5. Galih Wahyu Hidayat, S.P., M.P. 

NIP. 19810825 201503 1 001 

PJ. Kabupaten Sorong 

  PJ. Kabupaten Tambrauw 

 

6. Mergono Adi Ningrat, S.Tr.P 

NIPPPK. 19981122 202321 1 003 

PJ. Kabupaten Raja Ampat 

  PJ. Kabupaten Sorong Selatan 
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